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KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor PER/O9IM.PAN/5/2007

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu

menetapkan Indikator Kine{a Utama di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai

Tengah;bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu

Sungai Tengah tentang Penetapan Indikator Kineda

Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

l. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Mengingat
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Undang Nomor I Tahun 2Ol4 tentang pemilihan

Gubemur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang_
Undang (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa
kali diubah, teralhir dengan Undang- Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor
I Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 202O

Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 61O9);

4. Peraturan Presiden Nomor l8 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2O2O-2O24 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor l0);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

PER/O9/M.PANl5/2OO7 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

beberapa kali cliubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang

Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kefa Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Serita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Ke4'a Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PENETAPAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAIIUPATEN

HULU SUNGAI TENGAH

Menetapkan lndikator Kinerja Utama Tahun 2025 di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu

Sungai Tengah.

Indikator Kine{a Utama sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan

lnl.

lndikator Kine{a Utama merupakan ukuran keberhasilan

dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis

instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk
menyusun:

a. Rencana Kineq'a Tahunan;

b. Rencana Keq'a;

c. Pe{anjian Kinefa;

d. Laporan Kinerja; dan

e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kine{a.

Penyusunan l,aporan Kinerja dan Evaluasi Pencapaian

Kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan

KEEMPAT
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KELIMA

KEENAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

UPATEN HULU SUNGAI TENGAH
b Bagian Teknis Penyelenggaraan

dan Hubungan Masyara-kat

sL .u

Reza Juniardi

disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pelaksanaan Reviu atas Capaian Kinerja akan dilakukan

oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia.

Keputusan ini mulai berlalu pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barabai

pada tanggal 15 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ARDIANSYAH

ttd

u,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH

IITDIKATOR KINER^'A UTAMA
KOMISI PEMILIIIAIT XABI'PATEIT Iil'LU SUITGAI TENGAH

TATIT'I{ 2025

No Sasaran
Keglatan

Indikator kinetJa Keterangan Sumber
Data

I

Terwujudnya
Tahapan
Pemilu/Pemilihan
Sesuai Jadwal

Persentase
Penyelenggaraan
P6milu/ Pemilihan
sesuai dengan jadwal

Nilai Persentase
Tahapan
Pemilu/ Pemilihan
yang dilaksanakan
sesuai iadwal

Persentase
Tahapan
Pemilu/Pemil
ihan yang
dilaksanakan
sesuai jadwal

2

Terwrrjudnya
Dukungan Sarana
dan Prasarana Guna
Meningkatkan
Kelancaran Tugas
KPU Kabupaten/Kota

Persentase Tersedianya
Sarana dan Prasarana
untuk Memenuhi
Kebutuhan Kerja
Pegawai yang Berfungsi
dengan baik

Nilai Dukungan
Sarana dan
Prasarana Guna
Meningkatlan
Kelancaran Tugas
KPU
Kabupaten/Kota

Sarana dan
Prasarana
yang
memadai

3

Meningkatnya
Akuntabilitas
Keuangan
Kinerja
Kabupaten/Kota

dan
KPU

Nilai Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja
KPU Kabupaten/ Kota

Nilai berdasarkan
hasil
evaluasi yang
dilaksanakan oleh
Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan
Reformasi Birokrasi

LKE SAKIP

Persentase Opini BPK
atas l,aporan Keuangan
KPU KabupatenlKot€

Nilai berdasarkan
hasil
pemeriksaan
keuangan
yang dilalsanal<an
oleh
Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK)

CHR
Inspektorat
KPU RI



No Sasaran
Keglatan

Indikator klnerJa Keterangan Sumber
Data

4
Terrlujudnya
Pemilih
Berkelanjutan

Data
secara

Pers€ntase
Pem utakhiran Data
Pemilih Tepat Wat(tu '

Melaksanakan
Pemutakhiran Data
Pemilih
berkelanj utan Tepat
Waktu

Berita Acara
Pemutakhira
n Data
Berkelanjuta
n

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ARDIANSYAH

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

HULU SUNGAI TENGAH
Bagran Teknis Penyelenggaraan

Partisipasi dan Hubungan Masyara-kat

Reza Juniardi


